PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan keberadaan
organisasi perangkat daerah sebagai sarana pendukung
terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara
berdaya guna dan berhasil guna, telah dilaksanakan
evaluasi utamanya berkaitan dengan perkembangan tugas
dan fungsi;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah perlu segera disesuaikan dengan melaksanakan
restrukturisasi organisasi perangkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 09);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesis
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890j); .
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengankatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri
E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

DAERAH.
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf h, huruf 1, dan huruf n diubah dan
setelah huruf n ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o,
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 10

Dinas Daerah terdiri atas :
Dinas Kesehatan,;
Dinas Pendidikan;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Pertanian;
Dinas Peternakan;
Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
Dinas Perikanan dan Kelautan;
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
Dinas Pendapatan;
. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; dan
p Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
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2. Ketentuan Pasal 13 huruf ¢ dan huruf e diubah sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dinas Pendidikan terdiri atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah;

Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Luar Sekolah;

Bidang Ketenagaan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.

opogp

P

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
b membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Huruf ¢ membawabhi :
a. Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar;
b. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar; dan
c. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar.
(3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf d membawahi :
a. Seksi Pembelajaran Sekolah Menengah;
b. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah; dan
c. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah.



(4) Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf e membawahi :

a. Seksi Pengawasan dan Penilik;
b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

(5) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf f membawahi :

a. Seksi Kepangkatan;

b. Seksi Pengembangan Karier; dan
c. Seksi Pengendalian.

. Ketentuan Pasal 15 huruf e diubah sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15
Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Bina Perindustrian;

Bidang Bina Perdagangan;

Bidang Pengembangan Pasar;
Bidang Perlindungan Konsumen;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
UPTD.
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. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b membawahi :
a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
(2) Bidang Bina Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf ¢ membawabhi :
a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perindustrian;
b. Seksi Bina Industri kecil dan Menengah; dan
c. Seksi Industri Tambang dan Energi.
(3) Bidang Bina Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf d membawabhi :
a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perdagangan;
b. Seksi Informasi Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri;
dan
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri.
(4) Bidang Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf e membawabhi :
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.



(5) Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf f membawahi :
a. Seksi Pengawasan Ukuran; dan
b. Seksi Pengawasan Barang.

. Ketentuan Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf f diubah
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dinas Peternakan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;
d. Bidang Agribisnis;

e. Bidang Kesehatan Hewan;

f. Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. UPTD.

. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
b membawabhi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Budidaya dan  Pengembangan  Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c
membawabhi :

a. Seksi Perbibitan dan Teknis Reproduksi;
b. Seksi Pakan; dan
c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

(3) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf d membawahi :
a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; dan
b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

(4) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf e membawabhi :

a. Seksi Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan
(P2H) dan Layanan Medik Veteriner;

b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan
Pelayanan Kesehatan Hewan (P3H) dan Pengawasan
Obat Hewan; dan

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(5) Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
membawabhi :

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan
Peternakan; dan

b. Seksi Sarana dan Kaji Terap Teknologi Peternakan.



8. Ketentuan Pasal 23 huruf ¢ sampai dengan huruf f diubah
sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23
Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri atas :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Perikanan dan Budidaya;

Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
Bidang Pelayanan dan Pengembangan SDM;
Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.
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9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
b membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Perikanan dan Budidaya sebagaJmana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf ¢ membawahi :
a. Seksi Budidaya;

b. Seksi Pembenihan; dan
c. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan.

(3) Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d
membawabhi :

a. Seksi Perikanan Tangkap;

b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir; dan

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya
Laut dan Pesisir.

(4) Bidang Pelayanan dan Pengembangan SDM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf e membawabhi :
a. Seksi Pelayanan Data dan Informasi; dan
b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.

(5) Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf f membawabhi :
a. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil; dan
b. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

10.Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 25 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri atas :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Operasional;
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12.
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d. Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan;
e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD.

Ketentuan Pasal 26 diubah schingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 26

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b membawabhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang  Pengendalian Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c membawabhi :
a. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Daerah

Sempadan; dan

b. Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan.

(3) Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d membawabhi :
a. Seksi Peningkatan Jalan; dan
b. Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan.

(4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf e membawahi :
a. Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan; dan
b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

Ketentuan Pasal 27 huruf b dan huruf f diubah sehingga
Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri
atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perhubungan Darat;

Bidang Pengujian Kendaraan,;

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
Bidang Perhubungan Laut;

Bidang Komunikasi;

Bidang Pengelola Data Elektronik;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.

i

.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5) huruf a diubah

sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
b membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
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15.

(2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf ¢ membawabhi :

a. Seksi Lalu Lintas;

b. Seksi Angkutan Darat; dan

c. Seksi Bimbingan Keselamatan Ketertiban.

(3) Bidang Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf d membawahi :

a. Seksi Administrasi Pengujian;

b. Seksi Teknis Pengujian; dan

c. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Pengujian.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e
membawabhi :

a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
b. Seksi Perbengkelan dan Modifikasi.

(5) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf f membawabhi :

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

b. Seksi Kepelabuhan; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut.

(6) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf g membawahi :

a. Seksi Pembinaan Media Komunikasi; dan
b. Seksi Penerangan Masyarakat.

(7) Bidang Pengelola Data Elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf h membawabhi :

a. Seksi Data Elektronik;

b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan
c. Seksi Promosi.

Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 33 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pendaftaran Penduduk;

Bidang Pencatatan Sipil;

Bidang Informasi Perkembangan Penduduk;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD.
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Ketentuan Pasal 35 huruf e diubah sehingga Pasal 35
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan terdiri atas :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pemuda;

d. Bidang Olah Raga;



16.

17.

18.

e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a diubah dan setelah
huruf b ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf ¢
sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
b membawabhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan.
(2) Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf ¢ membawabhi :
a. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
b. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
(3) Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf d membawabhi :
a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga; dan
b. Seksi Pembinaan Atlet dan Pelatih.
(4) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf ¢ membawabhi :
a. Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-nilai Tradisional;
b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
c. Seksi Pengembangan Pariwisata.

Ketentuan Bagian Ketiga Belas dan Pasal 37 huruf ¢ sampai
dengan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas
Dinas Pendapatan
Pasal 37
Dinas Pendapatan terdiri atas :
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
Bidang Penagihan dan Keberatan;

Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.

PR e Qo TP

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 38

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf
b membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
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(2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c
membawabhit :

a. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak I;
b. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak II;

dan

c. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak

II.

(3) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 huruf d membawabhi :

a. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak I;

b. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak II; dan
c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak III.

(4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 huruf € membawahi :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak I;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak III.

(5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 huruf f membawabhi :
a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli

Daerabh;

b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan;

dan

c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya

yang Sah.

19.Di antara Bagian Ketiga Belas dan Bagian Keempat Belas
disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Ketiga Belas A dan
Bagian Ketiga Belas B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas A
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Pasal 38A

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri atas :

R™OA0 g

(1)

(2)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air;

Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air;
Bidang Pengendalian Operasional;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.

Pasal 38B

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A

huruf b membawabhi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38A huruf c membawabhi :

a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air
Permukaan; dan

b. Seksi Pengembangan Air Tanah.
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(3) Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf d
membawabhi :

a. Seksi Konservasi Sumber Daya Air; dan
b. Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai.

(4) Bidang  Pengendalian  Operasional  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38A huruf e membawabhi :

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi; dan

b. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Sarana
Pengairan.

Bagian Ketiga Belas B
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

dan Tata Ruang
Pasal 38C

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri
atas :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan;

Bidang Pemberdayaan Permukiman;

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;

Bidang Kebersihan dan Pertamanan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTD.
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Pasal 38D

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C
huruf b membawabhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C huruf ¢ membawahi :
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan.

(3) Bidang Pemberdayaan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C huruf d membawabhi :
a. Seksi Peningkatan Lingkungan; dan
b. Seksi Pengendalian dan Bina  Lingkungan

Permukiman.

(4) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C huruf e membawahi :
a. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
b. Seksi Pengendalian Perumahan, Tata Bangunan dan

Tata Konstruksi.

(5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C huruf f membawabhi :
a. Seksi Kebersihan Lingkungan; dan
b. Seksi Pertamanan.
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20.Di antara Bagian Keempat Belas dan Bagian Kelima Belas
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat Belas A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas A
Eselonisasi
Pasal 39A

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD
merupakan Jabatan Struktural Eselon [Va.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan Jabatan
Struktural Eselon IVb.

21. Ketentuan dalam Lampiran II, III, V, VII, VIII, IX, XII, XIII dan
XIV diubah dan ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni
Lampiran XV dan Lampiran XVI sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,

" ACHMAD SYAFII

pada tanggal 18 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

—h

2

HE KUSNADI

Diundangk;.n di Pamekasan
1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 4



BAGAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
1
KEPALA DINAS | H
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
v L
S‘}JB?UB&IMSI:NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
M AN PERENCANAAN KEUANGAN
A y
BIDANG BIDANG o DIDANG IDANG
PENDIDIKAN PENDIDIKAN .
PENDIDIKAN ANAK USIA
SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH N AN KETENAGAAN
LUAR SEKOLAH
SEKSI
SEKSI PEMBELAJARAN SEKSI SEKSI
>  PEMBELAJARAN > SEKOLAH 5] PENGAWASAN DAN > KEPANGKATAN
SEKOLAH DASAR MENENGAH PENILIK
SEKSI
SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI SEKSI
>  KELEMBAGAAN > SEKOLAH »| PENDIDIKAN LUAR »  PENGEMBANGAN
SEKOLAH DASAR MENENGAH SEKOLAH KARIER
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KESISWAAN »! PENDIDIKAN ANAK l»]  PENGENDALIAN
N KESISWAAN Ly SEKOLAH P
SEKOLAH DASAR MENENGAH
v
UPTD

£

ACHMAD SYAFII



BAGAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN NOMOR : 13 TAHUN 2013
PERDAGANGAN TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALADINAS | oo J
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
\ 4 L 4
SU[{VIBU%?(SI:NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN
A A
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA PERINDUSTRIAN BINA PERDAGANGAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN
PASAR KONSUMEN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN DAN PEMBINAAN DAN
i INFORMASI > INFORMASI |  PENGEMBANGAN »|  PENGAWASAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN UKURAN
SEKSI
SEKSI INFORMASI SEKSI SEKSI
BINA INDUSTRI
R R ol B
MENENGAH LUAR NEGER! PRASARANA
SEKSI
SEKSI PEMBINAAN DAN SEKSI
N INDUSTRI )  PENGEMBANGAN | PENGAWASAN DAN
TAMBANG DAN PERDAGANGAN PENGENDALIAN
ENERGI DALAM NEGERI
UPTD

BUPATI

MEKASAN,

ACHMAD SYAFII




BAGAN LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PETERNAKAN NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALADINAS | oo J
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
A 2 v
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM PERENCANAAN KEUANGAN
A A
BIDANG BUDIDAYA
BIDANG BIDANG BIDANG
DAN PE%%%ﬂMGM AGRIBISNIS KESEHATAN HEWAN SUMBER DAYA DAN
SARANA PETERNAKAN
SEKSI SEKS!
PERBIBITAN DAN SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN
> TEKNIS PERIZINAN DAN | P2H DAN LAYANAN L»{ SUMBER DAYA DAN
REPRODUKSI BINA USAHA MEDIK VETERINER KELEMBAGAAN
PETERNAKAN
SEKSI SEKSI
SEKSI PENGOLAHAN SEKSI P3H DAN SARANA DAN KAJI
ia PAKAN HASIL DAN )| PENGAWASAN OBAT > TERAP TEKNOLOGI
PEMASARAN HEWAN PETERNAKAN
SEKSI
SEKSI
KESEHATAN
PENYEBARAN DAN N MASY i
»! PENGEMBANGAN ARAKA
TERNAK VETERINER

UPTD

BUPATI PAMEKASAN,

e

ACHMAD SYAFII




BAGAN LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERIKANAN DAN NOMOR : 13 TAHUN 2013

KELAUTAN TANGGAL : 14 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
4
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
v L 4
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEQ@%’X“’? AAIIXN PERENCANAAN KEUANGAN
A A
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERIKANAN DAN SUMBER DAYA PELAYANAN DAN USAHA PERIKANAN
BUDIDAYA PERIKANAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELAUTAN
KELAUTAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
- BUDIDAYA e PERIKANAN H» PELAYANAN DATA Lt MUTU DAN
TANGKAP DAN INFORMASI PENGOLAHAN
HASIL
SEKSI N PENGI?JII;;{%S;NGAN SEKSI
ENGELOLAAN
»|  PEMBENHAN %] SUMBER DAYA LAUT Ly SDM DAN Ly BII;I)% ﬁmm
DAN PESISIR KELEMBAGAAN
SEKSI
SEKSI PENGAWASAN DAN
PAKAN IKAN SUMBER DAYA LAUT
DAN PESISIR
v
UPTD

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013

BINA MARGA
TANGGAL: 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
1
KEPALADINAS L. oo J
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
v L 4
SI}JL?U%AgI:NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAW PERENCANAAN KEUANGAN
A
BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN PENIN g&m JALAN PEMELIHARAAN
PERASION ALAN DAN
0 TONAL DAN JEMBATAN :J,EMBATAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI PEMELIHARAAN
PEMANFAATAN = PENINGKATAN > DAN LEGGER
DAN PENGAWASAN JALAN JALAN
DAERAH
SEMPADAN
SEKSI
SEKSI PENINGKATAN DAN PEMEsgﬁf\IRAAN
PERLENGKAPAN s  PENGGANTIAN > JEMBATAN
L DAN JEMBATAN
PERBENGKELAN
UPTD
BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



BAGAN LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI WAKIL BUPATI NOMOR : 13 TAHUN 201¢
DAN INFORMATIKA TANGGAL : 24 JUNI 2013
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA DINAS  |--mmemmmeee s ;
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
A 4 L v
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERHUBUNGAN PENGUJIAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG BIDANG PENGELOLA DATA
KENDARAAN PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT KOMUNIKASI ELEKTRONIK
1 1 ] 1 ] 1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
= SEKSI i ADMINISTRASI > PENGEMBANGAN i LALU LINTAS DAN »  PEMBINAAN MEDIA i SEKSI
LALU LINTAS PENGUJIAN SARANA DAN ANGKUTAN LAUT KOMUNIKASI DATA ELEKTRONIK
PRASARANA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
> ANGKUTAN DARAT i SEKSI » PERBENGKELAN DAN L SEKSI ‘! PENERANGAN 1 SISTEM INFORMASI
TEKNIS PENGUJIAN MODIFIKASI KEPELABUHAN MASYARAKAT MANAJEMEN
SEKSI PERAWATAN DAN SARATA DAN
L . Ly >
K AN PEMELIHARAAN PRASARANA SEKSI
CETERTIBAN PENGUJIAN PERHUBUNGAN LAUT PROMOSI
BUPATI PAMEKASAN,
A\ 4
UPTD /

ACHMAD SYAFII



BAGAN LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN NOMOR : 13 TAHUN 2013
PENCATATAN SIPIL TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Yy .
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL INFORMASI
PENDUDUK PERKEMBANGAN
PENDUDUK
SEKSI SEKSI SEKSI
p] REGISTRASI DAN ®  KELAHIRAN DAN N INFORMASI
MOBILITAS KEMATIAN KEBIJAKAN
PENDUDUK PENDUDUK
SEKSI
SEKSI PERCERAIAN DAN SEKSI
PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN
| PENYAJIAN DATA ] PENGAKUAN SERTA ?  DAN PROYEKSI
PENDUDUK PENGESAHAN ANAK PENDUDUK
A 4
UPTD

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



BAGAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN NOMOR : 13 TAHUN 2013
KEBUDAYAAN TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALADINAS |
SEKRETARIAT
\ 4
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
v y L
S‘}JNI?U%/FSIA\NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPECAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
KEBUDAYAAN DAN
PEMUDA OLAH RAGA PARIWISATA
SEKSI
SEKSI PEMBERDAYAAN SEKSI
TS PENGEMBANGAN > KELEMBAGAAN -»| PEMBINAAN SENI DAN
ORGANISASI PEMUDA OLAH RAGA NILAI-NILAI
TRADISIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI
- PEMBERDAYAAN ‘»|  PEMBINAAN ATLET ] SEJARAH DAN
PEMUDA DAN PELATIH KEPURBAKALAAN
SEKSI
> PENGEMBANGAN
PARIWISATA

UPTD

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



BAGAN LAMPIRAN X1V PERATURAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDAPATAN NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013

BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
t
KEPALADINAS | oo N
SEKRETARIAT
A
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
) L
SI}JB?UI?&‘\%IA‘\NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAW PERENCANAAN KEUANGAN
BIDANG
PENDATAAN, BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN DAN PENGAWASAN DAN AKUNTANSI DAN
PENETAPAN KEBERATAN PENGENDALIAN PELAPORAN
I N 1 ]
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI AKUNTANSI DAN
b PENDATAAN, |  PENAGIHAN DAN | PENGAWASAN DAN > PELAPORAN
PENDAFTARAN DAN KEBERATAN PENGENDALIAN PENADAPATAN ASLI
PENETAPAN PAJAK I PAJAK I PAJAK 1 DAERAH
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI AKUNTANSI DAN
e PENDATAAN, 1 PENAGIHAN DAN p PENGAWASAN DAN ! PELAPORAN DANA
PENDAFTARAN DAN KEBERATAN PENGENDALIAN PERIMBANGAN
PENETAPAN PAJAK II PAJAK It PAJAK II
SEKSI SEKSI
PENDATAAN, SEKSI SEKSI AKUNTANSI DAN
p| PENDAFTARAN DAN lp| PENAGIHAN DAN | PENGAWASAN DAN > PELAPORAN
PENETAPAN KEBERATAN PENGENDALIAN PENERIMAAN
PAJAK 11T PAJAK III PAJAK 11T LAINNYA YANG SAH
UPTD

BUPATI PAMEKASAN,

P

/ACHMAD SYAFII



BAGAN

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH

UPTD

STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13 TAHUN 2013
PENGAIRAN TANGGAL : 24 JUNI 2013
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA DINAS | oo :
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
\ 4 L
SUUB?U?Z‘\SIA‘\NN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPECAWALAN PERENCANAAN KEUANGAN
y |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAYAGUNAAN PE%%‘E Sl\}EgXﬁ% DS}\‘IYA PENGENDALIAN
SUMBER DAYA AIR RUSAK AIR OPERASIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN KONSERVASI PEMBERDAYAAN
»| DAN PENGELOLAAN > SUMBER DAYA AIR - KELEMBAGAAN
IRIGASI AIR PENGELOLAAN
PERMUKAAN IRIGAS!
SEKSI SEKSI
SEKSI PENGENDALIAN ieionican
N PEI‘XIEIIQEPI‘/IENA[I\\II_(I}AN > BAé“I}fI{I%ZAN ! SARANA PENGAIRAN

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



BAGAN LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR : 13 TAHUN 2013

CIPTA KARYA DAN TANGGAL : 24 JUNI 2013
TATA RUANG
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALA DINAS _______-__________-___j
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ¥ v
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TATA RUANG DAN PEMBERDAYAAN PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN DAN
BINA KAWASAN PERMUKIMAN TATA BANGUNAN PERTAMANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN >  PENINGKATAN PENGEMBANGAN » KEBERSIHAN
TATA RUANG LINGKUNGAN > PERUMAHAN LINGKUNGAN
SEKSI SEKSI TSI N
PENYEHATAN > B AN > ngm TATA SEKSI
LINGKUNGAN DAN LIEGKUNG AN BANGUNAN DAN PERTAMANAN
BINA KAWASAN PERMUKIMAN TATA KONSTRUKSI
UPTD

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII



